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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ITA ESA

KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi Per^konomian yang
perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan Pedapatan Asli
Daerah (PAD) dalam rangka memberikan kontribusi bagi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa untuk melakukan pengelolaan secara profesional maka perlu
dibentuk Perusahaan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia "Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO

dan
i

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ITA
ESA KABUPATEN ROTE NDAO

BAB I

KETENTUAN UMUM
I

i

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
|1) Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;

2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

4) Perusahaan Daerah Ita Esa selanjutnya disebut PD. Ita Esa adalah Badan Usaha

Milik Daerah;

5) Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah

yang berbentuk Badan Hukum sebagai Usaha Milik Daerah;

|6) Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Ita Esa;

7) Direktur Utarna adalah Direktur Utama PD. Ita Esa;

8) Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten

Rote Ndao;

9) Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah yang termasuk manager diangkat dan

diberhentikan dengan Keputusan Direksi.

(10) Cabang Perusahaan Daerah adalah Cabang Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten

Rote Ndao. i

BAB II

PENDIRIAN

I
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD. Ita Esa yang berbentuk Badan Hukum; «
2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha berdasarkan oi

Peraturan Daerah ini dikelola sepenuhnya olefcu Perusahaan Daerah ITA ESAt '
Kabupaten Rote Ndao.

ii



BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

|
Pasal 3 j

(1) Perusahaan Daerah ini bernama " Ita Esa" selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini di
sebut PD. Ita Esa;

(2) PD. Ita Esa berkedudukan di Ba'a Kabupaten Rote Ndao;
(3) PD. Ita Esa dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di tempat lain dalam

wilayah Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan
pertimbangan Badan Pengawas.

(4) . ;
Pasal 4

Perusahaan ini didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai
beroperasi sejak tanggal 01 Januari 2007.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 5

Melaksanakan Pembangunan Daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat,
menyelenggarakan pemanfaatan umum dan peningkatan PAD.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 maka perusahaan ini
mempunyai sasaran :
a. terbukanya lapangan usaha, kesempatan kerja dan meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD);
b. terwujudnya perusahaan yang mandiri dan bonafide;
c. terjadinya perubahan kualitas sumber daya manusia pengelola perusahaan yang lebih

profesional dan memiliki moralitas yang baik. "

BAB V

TUGAS POKOK DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 7

Tugas pokok perusahaan adalah sebagai berikut :
a. membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan disegala sektor demi

peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber-sumber yang bukan pajak

dalam bentuk pemberian kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahl
(APBD) Kabupaten Rote Ndao. [



Pasal 8

Perusahaan ini menjalankan berbagai usaha dan kegiatan dalam rangka percepatan
pembangunan yang berkualitas, yang berkosekuensi langsung dalam upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berpegang pada prinsip ekonomi
perusahaan;

?(2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. usaha di Sektor industri,
b. usaha di sektor pemasaran atau perdagangan; dan
c. usaha jasa angkutan dan konstruksi.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1) Modal dasar perusahaan daerah ini terdiri dari :
a. penyertaan modal dan aset daerah yang dipisahkan, yangbersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
b. dana yang bersumber dari Pinjaman pihak ketiga dengan persetujuan Bupati

sesuai Peraturan Perundang-Undangan uang berlaku;
(2) Besarnya dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada

pasal ini, diberikan kepada perusahaan ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aset Perusahaan dapat
ditambah dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi Nusa
Tenggara Timur, Pemerintah Pusat dan pinjaman serta bantuan pihak Jain yang tidak
mengikat;

(4) Semua alat likuiditas disimpan pada Bank Nusa Tenggara Timur atau Bank
Pemerintah lainnya.

BAB VII

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Bagian Pertama
Umum

Pengurus PD. Ita Esa terdiri dari :
(1) Direksi
(2) Badan Pengawas

Bagian Kedua
Direksi

Paragaraf 1
Pcngangkatan

Pasal 11

(1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasfa atas usul Badan Pengawas;
(2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan yang berasal dari

swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status
kepegawaiannya;



Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi maka harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. di utamakan mempunyai pendidikan sekurang - kurangnya Sarjana (SI);
b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang

dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya
dengan penilaian baik;

c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
d. berscdia bekerja penuh waktu;
e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan

Anggota Direksi atau dengan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik
menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Tim
Ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 12

2)

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama;
Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan
dalam kedudukan yang sama di PD. Ita Esa;

3) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat manjadi Direktur Utama;
4) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun;
5) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD.ilta Esa setiap
tahun.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola PD. Ita Esa mempunyai tugas sebagai berikut : ] i
1) memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan ;
2) menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
3) melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan

Pengawas;
4) membina pegawai;
5) mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
6) menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
7) mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan;
8) menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan

Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas;

• i

Pasal 14 I

Direksi dalam mengelola PD. Ita Esa mempunyai wewenang sebagai berikut :
|1) mengangkat dan memberhentikan pegawai;
\l) mcngangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di

bawah Direksi;
(3) menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
(4) menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;



Pasal 15

ireksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :
mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang
mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran
perusahaan;

b. memindahtangankan atau menghipotekan atau menggadaikan benda bergerak dan
atau tak bergerak milik perusahaan;
penyertaan modal pada perusahaan lain.

1)
2)

(3)

4)

(5)

Paragraf 3
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 16

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin;
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi
menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk
mendapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan,
setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan
dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan
Pengawas;
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah
mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum
mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap
telah disahkan. •

Paragraf 4
Pengahasilan dan Ilak-hak Direksi

Pasal 17

Penghasilan Direksi terdiri dari :
a. Gaji;
b. Tunjangan.
Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan oleh Direksi;
Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
d. cuti alasan penting;
e. cuti sakit.

Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) a, b dan c dilaksanakan sctelah
mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d dan e dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan Badan Pengawas;
Selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan I



Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 18

Direksi diberhentikan dengan alasan :
a. permintaan sendiri;
b. meninggal dunia;
c. karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
d. tidak dapat melaksanakan sesuai program kerja yang telah disetujui;
e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai

hukum yang tetap;
f. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun.

2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 18 huruf c, d dan e maka Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan
terhadap yang bersangkutan;

3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati;

4) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil
pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang
pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan
dalam 18 huruf c, d dan e;

Pasal 19

1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, b
dan c, diberhentikan dengan hormat;

2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d
dan e, diberhentikan tidak dengan hormat;

3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b
diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan
terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara
proporsional sesuai masa jabatannya;

4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c
diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan
terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara
proporsional sesuai masa jabatannya; ""

5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali
diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 20

1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas
sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati;

2) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas apabila telah berakhirnya masa jabatan Direksi
dan belum diangkat Direksi definitif serta apabila Direksi diberhentikan sebelu masa
jabatannya berakhir;

3) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa*5
jabatan paling lama 3 (tiga) bulan. (



Bagian Ketiga
Badan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 21

Badan Pegawas diangkat oleh Bupati;
2) Badan Pengawas sebagaimana pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional

sesuai dengan bidang usaha perusahaan;
3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :
a. menyediakan waktu yang cukup;
b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Badan

Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis
lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannnya minimal 5 (lima) tahun.
4) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 22

adan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
mengawasi kegitan operasional perusahaan;

2) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan
pemberhentian Direksi;

3) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang
diajukan oleh Direksi.

4) memberikan pendapat clan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi;

5) memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.

Pasal 23

3adan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas;

). memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan; dan
menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi
tahun berjalan.

Pasal 24

1) Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi
Ketua merangkap Anggota;

2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;

(4) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila;
a. mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan Program Kerja; \

kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing^
dengan Perusahaan lainnya.

b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaingQ



Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 25

Badan Pengawas karena tuganya, menerima honorarium.

• Pasal 26

Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh ner
seratus) dan penghasilan Direktur Utama;

12) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 %(tiga puluh lima ner
j seratus) dan penghasilan Direktur Utama; \
1(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 %(tiga puluh per seratus)

dan penghasilan Direktur Utama; '

Pasal 27

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi;

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 28

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
a. masa jabatannya berakhir;
b. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
c. permintaan sendiri;
d. meninggal dunia;

Ie. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
f. terhbat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan
g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap. J

Pasal 29

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah sStu perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pas;d 28 huruf e, f dan g, Bupati segera melakukan pemfriksSn
terhadap yang bersangkutan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12
(dua belas) han kerja segera mengeluarkan :
Keputusan Bupati tentang pemberhentian Badan Pengawas yang melakukan A
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e fdan g- ft-
Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagio
Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,3
hurut e. f



BAB VIII

PEGAWAI

Bagian kesatu
Pengangkatan

Pasal 30

(1) Pengangkatan pegawai Perusahaan harus memenuhi persvaratan-
a. warga Negara Republik Indonesia- Persyaratan.

berkelakuan baik dan belum pernah dihukunr
mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan-

lulus seleksi.

penna.ankeoase.LpuLurTa.fn^.^alTaT *«*"*"" ^^^ ^
metua,maSa PerC°baan —•-»•»» -im-toud Pada ayat ,2) ditafcutan penile
a. loyalitas;

kecakapan;
kesehatan;
kerjasama;
kerajinan;
prestasi kerja; dan

g. kejujuran.

pesangon; * (o)' dapat dlberhentikan tanpa mendapat uang

pada Upan 2mS^^SSlT^ ^^^
ariarseb—d=- p- *- (5) Mak

tahun dalam pangkft terakhtr § ' "^ ketCntUan palinS sedikit "S 2(dua)

b.

c.

d.

e.

f.

(2)

[(3)

(6)

P)
(8)

b.

c.

d.

e.

f.

Bagian Kedua
Penghasilan dan Cuti

Pasal 31

|(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputT•
a. tunjangan pangan; l ' C"PUU •
b. tunjangan kesehatan; dan
c tunjangan lainnya.

! ditetapkan dengan Keputusan Direksi ^ ya"g P<***>™annya
,5' P^sata^ "bagaimana *»--»- Pada ayat (1, cnsesuaikan dengan ketnatnpuan



Pasal 32

1) Penyusunan skala gaji pegawai Perusahaan dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala
PemsahaaT1 ^^ ^ ^^ dlSCSUaikan den8an kebutuhan dan kemampuan
Ketentuan gaji pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Direksi. ;

Pasal 33

1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10%
(sepuluh per seratus) dari gaji pokok; SS

2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun
belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan
tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak;

1(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai
^UL?u ^ PUlUh Kma) tahUn' dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yangdibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi-

m Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk
2 (dua) orang anak;

Pasal 34

(1) Pegawai berhak
Perusahaan

Direksi.

[(2) Besarnya tunjangan jaminan hari
didasarkan atas perhitungan gaji.

atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha
atau Iuran pegawai Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan

tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Id)

(2)

(1)

Pasal 35

)alam hal Perusahaan memperoleh keuntungan, pegawai Perusahaan diberikan bagian
jrdanjasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 36

Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai
dibenkan kenaikan gaji berkala. fo
Apabila yang bersangkutan belum mcmcnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 37

Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
a. cuti tahunan;

cuti besar;
cuti sakit;

cuti karena alasan panting atau cuti untuk menunaikan lbadah hair
cuti nikah; J '
cuti bersalin; dan
cuti di luar tanggungan Perusahaan.

Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan
penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan
Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

b.

c.

d.

e.

f.

g

(2)

i(3)



Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 38

1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja
secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya
disesuaikan dengan kemampuan Pdrusahaan;

2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar
biasa dalam pengembangan Perusahaan;

3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 39

Setiap pegawai wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya;
c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
d. memegang teguh rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan.

Pasal 40

Pegawai dilarang:
a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan, Daerah dan/atau Negara;
b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan b&gi diri sendiri

dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan; dan
c. mencemarkan nama baik Perusahaan, Daerah dan/atau Negara.

Bagian
Kclima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 41

|l) Pegawai Perusahaan dapat dikenakan hukuman.
(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penundaan kenaikan gaji berkala;
d. penundaan kenaikan pangkat:
e. penurunan pangkat;
f. pembebasan jabatan;
g. pemberhentian sementara;
h. pemberhentian dengan hormat; dan ^
i. pemberhentian dengan tidak hormat. o)r

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan!
dengan Keputusan Direksi.



b.

c.

d.

e.

f.

Pasal 42

m.Xal2SI22S53L'?SSrdE2£ td,ddT ^ melaJ<ukan
tindakpida^ayangSd^ukan g " Y gberkekuatan hukum tetap atas dugaan

Pasal 43

&^^sx££^sk£2 sr—dimaksud dai-!) Dalam hal pegawai yane diberhenti^n ° ("ma puluh per seratus) dari gaji.
(1) tidak terbukti VSah Z^^nVZ^^^t'^^ dlmaksud P^a ayatjabatan yang *«S£^«S^«-|

fSMssssas^^r^^^r1^pada-
Pasal 44

Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena-
a. meninggal dunia;

permintaan sendiri;
tidak dapat melaksanakan tugas-
tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter-
telah mencapai usia pensiun; dan aoxrer,
reorganisasi.

XL2Z«SSS DS h0™at *"«*» —«°" «• ^samya
^^y^^^ZZTr^' -da ^ W"<^ »

Pasal 45

jegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena-
la. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan-

dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam
memperoieh kekuatan hukum tetap- dan
merugikan keuangan Perusahaan.

BAB IX

DANA PENSIUN

perkara pidana yang telah

Pasal 46

Keuangan. rensiun Femben Kerja atau Dana Pensiun Lembaga

SS25? •SSSfflT XrbsrtSE? pbada T 'i1 dld— a-perusahaan sesuat dengan pe^n^^u^-SS^ D"*"1 dM pegawai



4)

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 47

Semua pegawai perusahaan termasuk Direksi dalam kedudukannya selaku demikian
yang dibenkan tugas penyimpanari uang, surat-surat berharga dan barangTara^
pnyediaan yang karena tindalcan melawan hukum atau karena melalaikan kfwajiba^
itUfpS ?*** dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsun^
telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian
Wrlaiu tCtaP mCnjUnjU^ *** kctcnt^ P-turan perunfang-undang"
^enuCJatrS tentang ^T gantl mgl terhadaP Pe§awai daerah berlakusepenunnya terhadap pegawai perusahaan-

Semua pegawai perusahaan yang telah dibebani tugas penyimpanan, pembayaran
atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-bar^
penyediaan mihk perusahaan yang khusus dan semata-mata digunaka^ untuk
kperluan itu diwajibkan memberi pertanggung jawaban tentang pefiksanSn tugas
kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati- S

t^bukuT^UHk1!!da? yang lamT baSimanaPun Slfatnya yang termasuk bilangantela buku dan administrasi perusahaan disimpan perusahaan atau ditempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan kebadan sebagima^f
pemSsaa^ "^ (3) **"" ^ ^^ ^ Untuk kepffinga^Z
Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan
pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebigaiman^
dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara
ta a'" r?unTuTnn "^ ^ dlt6ta?kan Pemyimpana* dan ketentuan mengenaitata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah sebagaimana
dunaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi perusahfan

BAB XI

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 48

1) Bupati mengesahkan anggaran perusahaan-
|(2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan

anggaran perusahaan tcrsebut oleh Bupati belum ada keputusan men™
pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka anggaran
perusahaan tersebut dianggap telah disahkan- anggaran

P ISf^tTfila BUPatl men§cmukakan kebcratannya atau menolak proyck yang telah
fXn lalu " an§garan PCmSahaan terSebut b-Pedoman pada anggaran peruslhaan

P'^STT l^l^™ atau P^Dahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yangI bersangkutan harus diajukan kepada Badan Pengawas- 8
I '!S\ ™en^sahkan anggaran tambahan atau pembahan anggaran yang terjadi
I dalam tahun buku yang bersangkutan; S «-«j««u

l|6) nenSLSahan h^T* f^311 Perubahan, perubahan/tambahan anggaran
Pe'gawas"11 BUPatl ***** mendapat Pertimb*ngan dari fada^



BAB XII

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN

Pasal 49

I Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan-
S)Penggunaan laba bersih, cadanean tl]il,fl„ ,Q '

perusahaan di tetapkan sebagai btnkut Pe^rangan lam yang wajar dalam
a. untuk dana pembangunan daerah 30% •
b. untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 25 %•
c untuk cadangan umum 15%; *
d. untuk Tunjangan Hari Raya 10 %•
e. untuk danapensiun dan sokongan 10 %•

l*^^^^^^^^* -" -pa,
Pengawas. P y W dl tentukan oleh Bupati atas usul Badan

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 50

'" p'eSang'utdan^Tn8"^ beriaTt™ t? "^ ^ ™^™ P-«uranpemeriksaan tentang segaja sesuafu men^T*, men«adakan Penyelidikan dan
Prioritet ditunjuk bfdanyanmempunyafZH*£?T m™<^8 saham/saham
atas pekerjaan, menguasai dan meTJurufne^ft *" kewaJ'°an melakukan kontrol

ft Hasil pengawasan dSmpadcanSa Bupa " "" PertanW»SJa»abannya;
3) Akuntan Negara berwenang me,akuka„ pemeriksaan atas pengurusan perusahaan.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 51

I' Sur^tullTahaan Qan PenUnJUkan Panitla «««- ditetapkan dengan
fc) ^^ekayaan perusahaan setelah diadalcan Hkuidasi menjadi mdik Pemerintah
|3) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidator dilaknVar, uu o
I memberikan pembebanan tanggung ia vnb f°n^ , °leh Pemenntah Daerah yang
fy Dalam likuidasi daerah dan afau p<Zt:T^^^yang ^ dls^saikan;I yang didenta oleh pihak ketS aS g bertanggung jawab atas kerugian Q

dan perhitungan L^/r^^^^S^t^^^ °toh Wna ™ac*lperusahaan yang sebenarnya. dl^hkan tidak mcnggambarkan keadaan \



BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

tTL^T-Tu6*'™!™ mUlai bCrlakU maka Peraturan Daerah Kabupaten Rote
fttil"TZ 11 " 20°4 tCntang StmktUr 0rganisa«i dan Tata Kerja PerusahaanjJaerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Jgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao

Ditetapkan di Ba'a
pada tandgal, 18 Mei 2013

IUPATI ROTE NDAO,^

HANING

biundangkan di Ba'a
feada tanggaLJT Mei 2013

^HNY^ACHARIAS

AH^ABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR 025

KABUPATEN ROTE NDAO J-



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ITA ESA
KABUPATEN ROTE NDAO

UMUM

Pendirian Perusahaan Daerah Ita Esa untuk memberdayakan pe
Kabupaten Rote Mrian Hniorv, i • ^^.ycuYcui ptitjvuiiuuuan ai

Sehmgga Pend.nan Perusahaan Daerah ,ta Esa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal9

Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas
Ayat (1) huruf a.

Yang dimaksud dengan aset daerah yang dipisahkan lalah sejumlah
modal dasar yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagai Badan"
Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri yang terp "af da" ft
kekayaan umum Pemerintah Daerah yang diperta^ng^bW3^tersendin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakTT ^^^

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas



Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal21

Cukup jelas
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Profesional
pengawasan dan member! saran

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas

agar dapat melakukan &•
rangka menmgkatkan kmerja peruS,""8 ""** perusahaM ""-tart1

t



Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Ayat (1)

kekayaan daerah yang dipisahkan LIT 7 ? daSmya terdiri dari
penyediaan modal LU^^dT?Xtl SZ ^ t^^y-g tereantum dadam huruf a, h, e, ddanPeCfiK1



Ayat 3
Penggunaan cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan
kejadian yang tidak dapat di duga sebelumnya. Cadangan tersebut berasal
dari laba dan pengalihan pengunaan setelah tercapai tujuan dan diatur oleh
Pemerintah daerah dan atas usul Direksi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

ITAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR 113<


